BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HART RAYA TAHUN 2020
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai
NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun
2020 bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Nonpegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398},



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
schagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6515);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.

2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
S1pil di Lingkungan Pemerintah daerah.

4. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya
disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang
berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara,
bersifat independen, netral, tidak komersial, dan
berfungsi meberikan layanan kepada masyarakat.

5. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
vang dijual tanpa mengutamakan  mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,

6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan
secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan
bersamaan dengan gaji.

8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian ketja,
kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.




a.

BAB IT
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2
Tumangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :
PNS;
Calon PNS;

b.

C.

d.

Peguwai NonPegawai Negeri Sipil pada LNS, LPP dan
BLU dan;

Pegawai Lainnya yang diangkat oleh Pejabat yang
memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

PNS scbagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a meliputi PNS
dalam Jabatan :

DR s 0 TR

Administrator;
Pengawas;

Fungsional Ahli Madya;
Fungsional Ahli Muda;
Fungsional Ahli Pertama,
Fungsional Penyelia;
Fungsional Mahir;
Fungsional Pemula; dan
Pelaksana.

Pasal 4

Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU dan pegawai
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ dan
huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
b.

warga negara Indonesia;

telah melaksanakan tugas pokok secara penuh dan
terus menerus selama 1 (satu) tahun sejak
pengangkatan atau sejak penandatangan perjanjian
kerja pada lembaga yang bersangkutan;

pendanaan belanja pegawainnya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan
telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :

Ao op

Pejabat Negara;

PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi;

PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama; dan

PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan
negara.




(1)

(3)

(2)

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, dan
Pegawai NonPegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1
(satu) bulan pada bulan Maret 2020.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan
Maret 2020 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang
seharusnya diterima karcna berubahnya
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap
diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan bagi PNS, Calon PNS meliputi gaji pokok,
tunjangan  keluarga, tunjangan jabatan atau
tunjangan umum.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Calon PNS
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal hari raya.

Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,
Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari
Raya.

Pasal 8

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D
Tunjangan Hari Raya dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020
dapat bersumber dari :

a.
b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada

diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya,
pengundangan Pcraturan Bupati

memerintahkan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI PAMEKASAN,
M

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

b -

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 23



